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Abstract

Indonesia started implementing fiscal decentralization with the economic reforms of 1998.
The expected outcome of its implementation is to stimulate economic development and
achieve equitable economic development for all of Indonesia's regions. However, the little
local revenue in each region and the strong reliance of the regions on financial affairs to the
central government are two barriers to the implementation of autonomy, especially fiscal
decentralization. The analysis of fiscal decentralization's implementation in Batu City is
covered in this article, along with strategies for boosting municipal revenue. Utilizing
secondary data, a qualitative form of data collection is used. According to the study
presented in this article, regional own revenue has a key role in determining how financially
dependent a region is. Second, ulthough Batu City is one of the cities in East Juva with bright
potential for economic growth, the level of fiscal dependency in the area is considerable. In
order to combat budgetary reliance, efforts might be made to increase advertising levies and
tax revenue from the tourism industry.
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Abstrak

Melalui reformasi ekonomi 1998, desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diterapkan. Fungsi
yang diharapkan pada pelaksanaan tersebut adalah pencapaian pembangunan ekonomi
yang merata untuk seluruh daerah di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, salah satu kendala pada implementasi otonomi terutama desentralisasi fiskal
adalah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah pada masing-musing daerah, serta tingginya
ketergantungan daerah prihal keuangan kepada Pemerintah Pusat. Artikel ini membahasa
tentang analisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Batu dan upaya yang bisa
digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan adakah
kualitatif, dengan pengumpulan data melalui secondary data. Hasil penelitian pada artikel
ini adalah, pertama Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indicator penting untuk
mengukur ketergantungan fiskal suatu daerah. Kedua, Kota Batu adalah salah satu kota di
Jawa Timur yang memiliki prospek perkembangan ekonomi menjanjikan, namun
ketergantungan fiskal daerah masih tinggi. Upaya penanganan ketergantungan fiskal bisa
melalui penguatan pajak reklame dan penguatan pendapatan dari pajak di sector
pariwisata.

Keywords: Desentralisasi Fiskul, Otonomi, Kota Batu, Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan
Pelaksanaan proses desentralisasi diberbagai negara terbagi atas bherbagai alasan.

Beberapa alasan menginginkan bahwa melalui desentralisasi sektor publik mampu lebih
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efisien dan lebih ramping (Martinez-vazquez et al,, 2015). Desentralisasi fiskal merujuk pada
delegasi kewajiban fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Cahyaningsih &
Fitrady, 2019). Dalam pelaksanaanya, desentralisasi memiliki beberapa bahaya. Menurut
Prudhomme desentralisasi menyebabkan kurangnya kapasitas karena dilakukan banyak
orang sehingga memunculkan ketidakstabilan makro. Pendapat lain terkait bahwa
desentralisasi adalah susahnya pelacakan pengalihn dana dalam pengaturan yang
terdesentralisasi (Bodman, 2011). Beberapa penelitian sudah membicarakan terkait
desentralisasi fiskal dan ukuran pemerintah daerah, namun masih belum mencapai konsensus
(Qiao et al., 2018). Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal dikaitkan juga dengan peningkatan
output daerah dan tingkat pertumbuhan pengentasan kemiskinan atau sebagai strategi
pengurangan kemiskinan diberbagai negara (Agyemang-Duah et al,, 2018). Beberapa negara
di Uni Eropa misalnya, melaporkan bahwa melalui desentralisasi fiskal berhubungan dengan
pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk mendanai secara keberlanjutan hal-hal yang
ﬁerhubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Pasichnyi et al, 2019). Secara umum
Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) juga menaruh perhatian
pada pembahasan tentang desentralisasi fiskal, karena mengingat relasinya dengan
pembangunan ekonomi yang signifikan [Slavi&skaite etal, 2020).

Slavinskaite (2020) berpendapat bahwa terdapat tiga misi utama kenapa
menggunakan otonomi daerah yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas dari managemen
sumber daya lokal, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta,
3) memberdayakan dan membentuk ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan. saat ini pada era otonomi, beberapa daerah menggantungkan donasi
dan juga dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berada diatasnya
(Marlissa & Blesia, 2018). Seharusnya pada era otonomi daerah perlu ditekankan untuk
meningkatkan kemandiriandaerah dan kesadaran daerah untuk menghasilkan dana, untuk
melaksanakan pembangunan daerah (Marlisa & Blesia, 2018). Namun, daerah nyatanya sangat
bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk tujuan meningkatkan pendapatan dan
kemampuan pemerintah daerah mengurus urusanya sendiri, diperlukan peningkatan
kemampuan keuangan (Cahyaningsih & Fitrady, 2019; Marlisa & Blesia, 2018). Keuangan
merupakan faktor esensial untuk mewujudkan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan
untuk melaksanakan otonomi daerah (Setiawan & Aritenang, 2019). Kemampuan keuangan
suatu daerah diindikasikan dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumber daya
keunganya sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah, tanpa harus bergantung pada dana

perimbangan pemerintah pusat maupun subsidi (Marlisa & Blesia, 2018).
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat sebagai salah satu indikator untuk
mengukur ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat (Marlisa & Blesia, 2018). Pada
kasus di Indonesia, melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat
beberapa faktor penting yang haruk dikembangan oleh pemerintah daerah, yaitu kemampuan
keuangan, dimana untuk mengukurnya bisa dilakukan dengan pengukuran kapasitas fiskal
daerah dengan rasio pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan (Marlisa
& Blesia, 2018). Sedangkan untuk ketergantungan fiskal daerah dapat diidentifikasikan melaui
pengukuran performa keuangan atau kapasitas serta kesiapan pengembangan otonomi
daerah. Dimana hal ini dapat diukur melalui kemampuan keuangan dibiayaioleh pendapatan
asli daerah dan transfer pembiayaan. Pengukuran juga bisa dilakukan dengan mengukur
derajat desentralisasi fiskal. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio ketergantungan fiskal dilihat
dari besarnya pembiayaan dari pusat kepada daerah. Transfer kewenangan pusat kepada
daerah menyebabkan konsekuensi untuk menyeimbangan pembiayaan pusat dan daerah.
Daerah secara bebas mampu menggunakan penghasilan untuk membentuk pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat (Marlisa & Blesia, 2018).

Penelitian terdahulu pada wilayah Indonesia terkait desentralisasi fiskal, menunjukan
hasil ketergantungan fiskal yang masih sangat tinggi, misalnya pada penelitian (Rahman et al,,
2014), dimana melakukan penelitianya pada Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pada penelitian ini
menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya maﬁpu mencapai 1% dan level
ketergantunganya mencapai 10% (Marlisa & Blesia, 2018). Kota Batu adalah sebuah kota di
Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15
km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri
dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten
Pasuruan Esebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.
Kota Batu memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata menarik. Hal
tersebut didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang mendukung (Kodir, 2018).
Saat ini Kota Batu mengalami perkembangan keuangan yang pesat, akibat dari perkembangan
pariwisata. Kota Batu sendiri, saat ini menjadi destinasi wisata nomor satu di Provinsi Jawa
Timur Eaenuru]lah & Suryawati, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini
membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batu Jawa Timur, terutama
pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan otonomi daerah
untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pusat dan perkembangan daerah melalui

penguatan ekonomi daerah. Kota Batu dipilih sebaga lokus penelitian, didasarkan pada
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beberapa pertimbangan, yaitu: 1) Kota Batu tergolong daerah yang baru memiliki otonominya
sendiri. Sebelumnya Kota Batu menjadi bagian dari Kabupaten Malang (Tri Hardianto et al,
2017). 2) Kota Batu saat ini menjadi destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Timur, sehingga
segala pendukung pariwisata misalnya hotel sedang berkembang pesat (Kodir, 2018;

Zaenurullah & Suryawati, 2015).

2. Metode

Penelitian ini memiliki dua fokus utama yaitu tentang pelaksanaan otonomi daerah
terutama pelaksanaan desentralisasi fiskal dan upaya yang bisa dilakukan wuntuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan keuangan
daerah kepada pemerintah pusat. Lokasi utama yang dijadikan sebagai subyek utama
penelitian adalah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi antara lain:
1) Kota Batu menjadi salah satu daerah otonom termuda di Jawa Timur, 2) Kota Batu
menunjukan perkembangan daerah yalﬁ sangat pesat apabila dibandingkan dengan daerah
lain, terutama di Bidang Pariwisata, 3) Kota Batu sebagai salah satu daerah destinasi utama
wisata di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan secondary data
analysis. Analisis data sekunder atau secondary data analysis mengacu pada analisis data
yang dilakukan melalui data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain (Donnellan & Lucas,
2015). Data Sekunder yang dimaksud pada penelitian ini merujuk pada data yang sudah
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Batu, Peraturan Walikota Batu
tentang Rancangan Anggaran Kota Batu dan RPJMD Kota Batu (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah). Penelitian ini juga melibatkan beberapa liputan dari media masa,
artikel jurnal yang relevan serta sumber-sumber lain yang kredibel dan bisa

dipertanggungjawabkan.

3. Hasildan Pembahasan
3.1. Desentralisasi Fikal Kota Batu

Otonomi daerah mulai massif dilaksanakan pada erbreformasi 1999. Namun terkait
dengan desentralisasi fiskal mulai dikenal ketika kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah disahkan [Zaenuralah & Suryawati, 2015). Penerapan
desentralisasi juga dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian daerah
&eve!opment Jor economic growth function) (Cheema & Rondinelli, 1983). Melalui penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyarataerembentukan dan

Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, daerah-daerah di Indonesia
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terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun
2009 telah terjadi pemekaran yang menamsilkan 2-5 Daerah Otonom Baru (Zaenurullah &
Suryawati, 2015). Pada tahun 2012, Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi
menyampaikan bahwa pemekaran wilayah yang sudah berhasil dilakukan masih belum bisa
memberikal hasil yang memuaskan bagli masyarakat (Zaenurullah & Suryawati, 2015).
Penyebab kegagalan pemekaran daerah adalah tuntutan percepatan pembangunan ekonomi
Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih belum bisa dicapai. Saat ini Kota Batu mengalami
perkembangan keuangan yang pesat. Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan dari
tahun ke tahun. Berikut dibawah ini adalah bagan terkait tren pertumbuhan pendapatan
daerah Kota Batu dari tahun 2002-2012:

70 billar

sa illar

6 iliar

40 Miliar

upia

30 Miliar
20 Miliar
10 Miliar
Q

2004 2006 2008 2010 2013

D xatadata . i databoks
Gambar 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu Jawa Timur 2002-2013
(Sumber: https://databoks.katadata.co.id/, 2016)

Pendapatan asli daerah pada sektor pajak di Kota Batu, didominasi oleh pajak bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan, kemudian diikuti oleh pajak hotel, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan, dan selanjutnya adalah pajak hiburan. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan asli
daerah sektor pajak daerah di Kota Batu pada tahun 2017:
I~ T A R

1 FajakHots

2 PazskRss=uEn
Sxjak Hiburan
Fajak Reiame
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2
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]
&
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Gambar 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah di Kota Batu (rupiah) 2017
Sumber: (https://batukota.bps.go.id/, 2019)
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Oktober tahun 2017 pendapatan sektor pajak Kota Batu mencapai Rp 1074 miliar atau 96,7

persen dari target yang dibebankan, yaitu Rp 111 miliar (Https://radarmalangjawapos.com/, 2022).
Namun pada pendapatan daerah hasil dari retribusi diketahui telah menurun. Pemasukan dari sektor
retribusi daémh pada oktober tahun 2017 baru bisa mengumpulkan 31 persen dari target. Yaitu Rp
3,59 miliar dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 11,3 miliar. Padahal, selama ini potensi
pendapatan dari retribusi selalu digadang-gadang akan menambah PAD dari tahun ke tahun seiring
dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu (https://radarmalang.id/, 2018).
Menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, saat ini sektor pajak mencapai angka 96%, dan masih
akan bertambah kembali. Hal ini dipicu dengan pajak hotel yang sudah mencapai 110%. Sedangkan
pajak restoran mencapai 107%. Sementara untuk pajak hiburan lebih menggembirakan lagi, karena
sudah mencapai 138%. Sementara beberapa yang masih di bawah target adalah pajak reklame yang
baru 81 persen dan pajak penerangan jalan 84%.
3.2. Pengukuran Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Batu

Pengukuran terkait kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengal jumlah
alokasi anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Batu. Berikut adalah gambar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp 857.679.313.304,58

2. Belanja Daerah Rp 878.928.063.304,58
Surplus/(Defisit) Rp 21.248.750.000,00
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp 24.248.750.000,00
b. Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 21.248.750.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00
Anggaran Tahun
berkenaan:

Gambar 3. Anggaran Pendapatan Kota Batu Tahun 2016

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

Apabila melihat kesehatan fiskal daerah dengan perbandingan jumlah pendapatan daerah
dibandingkan dengan total pendapatan daerah pemerintah Kota Batu mengalai defisit sekitar 2%
dari total ABPD 2016. Selanjutnya, dapat dilihat gambar dibawah ini untuk jumlah pendapatan
daerah Kota Batu 2016:
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a. Pendapatan Asli Rp 118.739.324.302,58
Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan Rp 669.084.205.880,00
sejumlah

c. Lain-lain Rp 69.855.783.122,00
pendapatan
Daerah yang sah
sejumlah

Gambau-. Total Pendapatan Daerah Kota Batu 2016
(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a. Pajak Daerah Rp  94.100.000.000,00
sejumiah

b. Retribusi Daerah Rp 8.060.904.391,00
sejumiah

c. Hasil Pengelolaan Rp 2.301.429.333,26

Kekayaan Daerah
vang dipisahkan
sejumlah
d. lain-lain Pendapatan Rp  14.276.990.578.32
Asli Daerah yang sah
sejumiah

Gambar ﬂlincian Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2016

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp 57.368.870.000,00

sejumiah

b, Dana Alokasi Umum Rp 480.460.016.000,00
sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus Rp 131.255.319.880,00
sejumlah

Gambﬁﬁ. Rincian Dana Perimbangan Kota Batu 2016

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a. Hibah sejumlah Bp 0,00

b. Dana Darusmt Bp 0,00
sajumlah

©.  Duna Bagi Hasil Ep 53.245.676.122,00

Pajakdari Provingi dan
PemerintahDaerak
lainmya sejumlsh
d. Dana Penyesuamn Rp 14.572.714.000,00
dan C(komomi
Khusus sejumiah

e,  Banmuan Keusngsn Rp 2.037.392.000,00
dari Provinsi atau
dari Pemerintah
Daerah lainnya
sejumlah

[. Dana lnsentif Daerah Rp 0.00

Gambar 7. Rinciﬁ],ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batu 2016

{Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PAD dari Kota Batu apabila
dibandingkan dengan jumlah pendapatan dari pusat masih jauh timpang. Dana perimbangan dari
pusat masih 5x lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah Kota Batu itu
sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Batu dari

transfer pusat masih tinggi. Selanjutnya, untuk melihat kesehatan fiskal dari pemerintah daerah Kota
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Batu dapat dilihat melalui analisis gambar dibawabh ini:

a. Belanja Tidak Rp 439.601.391.806,30
Langsung sejumlah

b. Belanja Langsung Rp 439.326.671.498,28
sejumlah

a. Belanja Pegawai Rp 40.171,174.500,00
sejumlah

b. Belanja Barangdan Rp  195.636.272.390,20
Jasa sejumlah

c. Belanja Modal Rp 203.519.224.608,16
sejumlah

Belanja TidakLangsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp  311.666.706.507,00
sejumiah

b. Belanja Bunga Rp 0,00
sejummlah

c. Belanja Subsidi Rp 0,00
sejumlah

d. Belanja Hibah Rp 65.537.864.000,00
sejumlah

e. Belanja Bantuan Rp 11.683.120.000,00
Sosial sejumlah

f.  Belanja Bagi Hasil Rp 8.156.890439,10
kepada

Provinsi/ Kabupaten /
Kota dan Pemerintah
Desa sejumlah

g. Belanja Bantuan Rp 41.556.810.860,20
Keuangan kepada
Provinsif Kabupaten/
Kota, Pemerintah
Desa dan Partai
Politik sejumlah

h. Belanja Tidak Rp 1.000.000.000,00
Terduga sejumlah

Gambar 8. Rincian Belanja Daerah Kota Batu

(Sumber: Salinan Walikota Batu Previnsi Jawa Timur, 2016)
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Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa perbandingan belanja langsung dan tidak

langsungnya seimbang. Namun, jumlah belanja pegawai masih tinggi sehingga untuk kesehatan

fiskalnya masih dikatakan belum sehat. Ditambah dengan jumlah defisit dari APBD mencapai sekitar

1.5%. Secara umum kemandirian keuangan daerah diukur dengan indikator pembagian antara

pendapatan asli daerah (PAD) dengan keseluruhan pendapatan daerah (Atiko et al., 2016; Vidya

Imanuari Pertiwi & Oktarizka Reviandani, 2022). Pengukuran indikator kemandirian daerah pada

kamus Kementerian Keuangan disebut sebagai Metode Share, metode ini apabila secara rumus

matematis dihidung dengan perbandingan atau rasio sebagai berikut (Haryanto, 2018):

Share = ~PAD+DBH) 54006

Total Belanja
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Berdasarkan pemamparan diatas dari kasus maupun tinjauan literatur hal yangbisa dilakukan
oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya ialah melalui penguatan
desentralisasi fiskal yang membawa daerah mandiri untuk menggali potensi keuangan dan
mengalokasi keuangan tersebut untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diberbagai daerah di
Indonesia. Permasalahan tersebut adalah terkait ketidakmampuan daerah untuk meningkatkan dan
menggali potensi keuangan daerah sehingga menggantungkan hidupnya pada pemerintah pusat
Serta, ketidakmampuan daerah untuk mengontrol belanja daerah kepada belanja pegawai dan
melupakan belanja modal yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. sehingga
dengan berdasar pada tinjauan teoritis dan kasus pada daerah Kota Batu, yang telah berhasil
meningkatkan PADnya secara terus menerus, daerah diharapkan melakukan optimalisasi pendapat
sesuai dengan karakeristik daerahnya, misal Kota Batu dengan pariwistanya. Selanjutnya,
pemerintah daerah bisa dengan membangun kerjasama dengan pihak swasta dan membuka peluang
investasi. Kota Batu juga tersohor atas pajak reklamenya dan hal ini layak dicontoh oleh daerah lain
yang memiliki keinginan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan PADnya.

Bird dan Vaillancourt (2000) dalam (Ladjin, 2008), terdapat dua syarat penting suksesi
pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu 1) proses pengambilan keputusan daerah yang demokratis,
yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya kebijakan yang transparan dan akuntabel
serta melibatkan masyarakat, 2) rancangan pembiayan kebijakaan, sepenuhnya harus ditanggung
masyarakat lokal atau dana lokal sehingga tidak diperlukan “ekspor pajak” atau transfer dari
pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemampuan daerah atau pemerintah lokal
melakukan pungutan pajak (taxing power) adalah sebuah keharusan (Bahl, 2013). harapan dari pajak
yang berhasil dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah pembangunan berbagai
infrastruktur dan membiayai segala jenis berbagai pengeluaran public (Ladjin, 2008).

4. Simpulan

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat seringkali menjadi
permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi yang disusun
sebagai jalan untuk peningkatan kemandirian daerah dan keterjangkauan yang semakin dekat
dengan potensi asli daerah terbengkalai, akibat ketidakmampuan street level bureaucracy
mencapai otonomi dengan benar. Beberapa data pada bagian hasil dan pembahasan yang sudah
dijelaskan diatas, menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia, terutama di Kota Batu Jawa Timur, masih bermasalah
untuk Pendapatan Asli Daerah. Kota Batu masih belum bisa melepas ketergantungan fiskal dari

pemerintah pusat. Hal ini terbukti dari presentase hibah dari pemerintah pusat dan PAD Kota
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Batu. Selanjutnya permasalahan lain adalah, terkait dengan pengelolaan anggaran yang masih
terpusat dengan pengeluaran belanja untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daripada untuk
belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kesehatan fiskal Kota Batu masih belum
kearah positif, mengingat indikator positif apabila belanjadnodal memiliki presentase yang
lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Kota Batu di Jawa Timur, saat ini
menjadi salah satu kota rujukan destinasi wisata utama bagi masyarakat Jawa Timur, terutama
area Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, dan Malang. Kota Batu memiliki keuntungan secara
administratif wilayah karena berdekatan dengan wilayah pegunungan, dimana setidaknya ada
sekitar 3 gunung disekitar wilayah Kota Batu yang menyebabkan iklim di Kota Batu cenderung
dingin. Sehingga hal ini mendukung pengembangan destinasi wisata dibidang pertanian. Kota
Batu sendiri miliki beragam wisata alam, mulai dari wisata dengan basis eco green park sampai
dengan wahana permainan anak dan museum. Kondisi ini seharﬁqnya bisa menjawah
permasalahan yang kedua yaitu terkait bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah
di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu perlu melakukan optimalisai penerimaan pajak yang di
dapat dari hasil pengelolaan sector pariwisata. Badan Usaha Milik Daerah juga perlu
diberdayakan dengan Menyusun usaha daerah berbasis wisata yang menitikberatkan peran
komunitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan daerah meningkatkan PAD serta
mendorong keberdayaan dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyadari bahwa pada
penulisan penelitian ini memiliki beberapa limitasi penelitian. Pertama, data yang dijadikan
sebagai alat analisis masih data di tahun 2016 (bukan data terbaru), hal ini disebabkan karena
sulitnya melakukan akses data rincian keuangan daerah. Sehingga saran untuk penelitian
selanjutnya adalah diperlukan data terbaru untuk melakukan analisis Kesehatan fiskal Kota
Batu untuk mencapai hasil yang relevan. Limitasi yang kedua adalah, pada saran untuk
peningkatan PAD, diperlukan studi komparasi untuk bisa mendapatkan best practice otonomi
daerah dari daerah lain. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan melakukan studi
komparasi untuk membandingkan penerapan otonomi daerah terutama desentralisasi fiskal
Kota Batu dengan daerah lain, sehingga bisa mendapatkan gambaran celah kekurangan dan

kelebihan untuk melengkapi saran perbaikan dari optimalisasi PAD Kota Batu.
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